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 ABSTRAK SKRIPSI 

Jika hubungan antara pekerja dan pengusaha tetap diserahkan sepenuhnya 

kepada para pihak, maka tujuan hukum perburuhan untuk menciptakan keadilan 

sosial di bidang perburuhan akan sangat sulit tercapai, karena pihak yang kuat selalu 

ingin menguasai pihak yang lemah. Pengusaha sebagai pihak yang kuat secara sosial 

ekonomi akan selalu menekan pihak pekerja yang berada pada posisi yang 

lemah/rendah. Atas dasar itu, pemerintah secara berangsur-angsur turut serta dalam 

menangani masalah perburuhan melalui berbagai peraturan perundang-undangan 

yang memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban pengusaha maupun 

pekerja. Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan 

dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang 

bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong-royong 

sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945. 

 

Kata Kunci :  Perlindungan Hukum Bagi Peserta Program Magang. 
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